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ABSTRAK

Dalam rangka terlaksananya penyelenggaraan Pemerintah Daerah
yang bersih dan bertanggung jawab, maka perlu dilakukan tertib
administrasi dan tertib pengelolaan terhadap Barang Milik Daerah
guna menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib
pengelolaan Barang Milik Daerah, maka diperlukan suatu
kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dan
unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan Barang Milik Daerah
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 81
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah, maka perlu mengatur Pengelolaan
Barang Milik Daerah.
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